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BAB IV 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Setelah mempelajari dan menganalisi UU No. 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan 

UU No. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dan juga Bea Masuk Impor dalam 

Islam yaitu ‘Usyr dengan memperhatikan sumber – sumber hukumnya maka, 

kami mempunyai kesimpulan sebagai berikut :  

1. Bea Masuk Impor di Indonesia diatur dalam UU No. 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. 

Ketentuan bea masuk terdapat pada pasal 12 UU No. 10 Tahun 1995 

tentang Kepabeanan. Sedangakan jenis bea masuk dalam UU No. 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan Pasal 12, Pasal 18 dan Pasal 21. 

Sedangkan dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 

Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dimasukkan lagi dua jenis bea masuk 
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yaitu Bea Masuk Tindakan Pengamanan yang terdapat pada Pasal 23A dan 

Bea Masuk Pembalasan yang terdapat pada Pasal 23C.  

2. Bea masuk di Indonesia dalam peraturannya berbeda dengan ‘Usyr dalam 

hukum, perbedaannya adalah pada objek yang dipungut dan metode 

perhitungan yang dipakai. Jika dahulu pada masa kekhalifan objeknya 

yang dipakai berdasarkan agama dan penghitungannya pun berdasarkan ad 

valorem sebesar 10%. Maka, pada masa modern ini objek berdasarkan 

negara dan model penghitungan pungutannya pun ada dua yaitu ad 

valorem dan spesifik. Akan tetapi, perbedaan tersebut adalah perbedaan 

yang disebabkan oleh perkembangan zaman dan tidak mempengaruhi 

hukum dari pada diperbolehkannya menarik pungutan bea masuk.  

B. Saran  

1. Perkembangan jenis dan pungutan bea masuk impor harulas sesuai dengan 

tujuan pembangunan dan perlindungan bagi rakyat. Sehingga bisa tercipta 

perdagangan yang sehat dan juga perlindungan usaha dan perdagangan 

dalam negeri.  

2. Penelitian – penelitian yang bersifat kebijakan keuangan publik terutama 

berkaitan dengan hukum islam harusnya dikembangkan lebih lanjut. 

Dengan adanya penelitian – penelitian tersebut adak ditemukan aspek – 

aspek penunjang Raison d etre nya kebijakan keuangan publik baik dalam 

hukum positif maupun hukum islam dan bahkan intregasi antara keduanya
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